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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Tahun 2020  dunia berada  pada masa-masa  yang berbeda dari tahun-

tahun sebelumnya, masa-masa di mana manusia hidup dengan penuh waspada, 

dan selalu dibatasi untuk melakukan  aktivitas atau kegiatan harian hal ini 

dikarenakan pada akhir tahun 2019  yang lalu dunia dihebohkan dengan 

munculnya sebuah pandemi virus yang melanda dunia yang kemudian virus ini 

disebut Coronavirus Disease (Covid-19), virus ini menyerang sistem pernapasan 

manusia dengan gejala mengalami sakit demam tinggi, batuk, sesak  nafas, pilek 

hingga mengalami kematian ada banyak korban jiwa yang mati karena virus 

hingga pada awal tahun 2020 virus ini melanda hampir semua Negara-negara  di 

dunia tak terkecuali Indonesia dan Jawa Timur. 

 Berdasarkan laporan data sebaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh satgas 

penanganan Covid-19 (Covid-19.co.id) hingga tanggal 25 Desember 2020 

terdapat 79.207 total kasus Covid-19 di Jawa timur dari total kasus yang mencapai 

700.097 atau sekitar 11,3% dari total kasus Covid-19  yang terdapat di Indonesia 

dampak dari Covid-19  ini juga tak hanya berdampak pada banyaknya korban jiwa 

yang mati dan  kesehatan manusia tetapi dampak yang timbulkan dari Covid-19 

ini juga mempengaruhi aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, 

distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa hal ini dikarenakan  Pemerintah 
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Pusat dan Daerah Mengeluarkan peraturan untuk membatasi aktivitas masyarakat 

di semua bidang pekerjaan. 

 Pemerintah Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka 

pencepatan penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) dan surat edaran 

Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/Menkes/313/2020 tahun 

2020  maupun Peraturan Wali Kota disetiap daerah masing-masing. sementara itu 

Pemerintah Walikota Surabaya juga Mengeluarkan Peraturan WalikotaNomor 10 

Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Walikota SurabayaNo.  67 

tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan 

memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Surabaya. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pusat Dan Daerah juga melalui surat 

edaran Menterikesehatan Republik Indonesia untuk melakukan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar sementara itu di Surabaya sendiri Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB)  di jalankan dengan sangat ketat hal ini dilakukan karena Surabaya 

dan Jawa Timur tergolong daerah yang terdapat kasus Covid-19 paling banyak hal 

ini kemudian membuat aktivitas masyarakat Kota Surabaya selalu dibatasi dan 

diawasi  dengan ketat oleh pihak yang berwajib. 

 Dengan Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diSurabaya 

dan dengan berlakunya aturan-aturan yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) aktivitas masyarakat juga dibatasi hal ini juga sangat 

berpengaruh dengan  kegiatan yang berkaitan  produksi, distribusi dan konsumsi 
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barang dan jasa karena Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia dengan 

Tempat produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa paling banyak sehingga 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat berdampak terhadap kegiatan 

ekonomi di Surabaya hal ini juga dipengaruhi dengan mata pencaharian 

masyarakat kota Surabaya yang sebagian besar bekerja sebagai pengusaha dan 

Buruh, karena aktivitas Produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa dibatasi 

tentu hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat kota Surabaya. 

 Sementara itu Surabaya sebagai salah satu daerah otonom yang diberikan 

kewenangan untuk mengatur, mengurus serta mengelola daerah sendiri dengan 

memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya dari  sektor pajak yang 

kemudian dijadikan sebagai kas daerah untuk kegiatan pengembangan dan 

pembangunan daerah serta belanja-belanja daerah lainya, disisi lain dengan 

pendapatan masyarakat yang terkena dampak dari Covid-19 tentu hal ini juga 

akan berdampak terhadap pendapatan pajak daerah dan juga penerimaan kas 

Pemerintah kota Surabaya. 

 Dari uraiandi atas, penulis ingin melakukan analisis mengenai dampak 

yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan kas dari   pajak 

daerah Pemerintah Kota Surabaya, oleh karena itu penulis tertarik  melakukan 

studi lapangan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 

(BPKPD)  Pemerintah Kota Surabaya selaku instansi pemerintah kota Surabaya 

yang melakukan pengelolaan pendapatan dari sektor pajak daerah  dan mengelola 

keuangan daerah  kota Surabaya  dengan mengusulkan judul Tugas Akhir yang 

berjudul 
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 “ ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN KAS DARI 

PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 

PAJAK DAERAH (BPKPD) PEMERINTAH KOTA SURABAYA” 

1.2 Tujuan Studi Lapangan 

 

 Berdasarkan latar Belakang di atas, tujuan studi lapangan dilakukan agar 

penulis dapat melakukan analisis pengaruh dampak pandemi  Covid-19 terhadap 

penerimaan kas Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah 

(BPKPD) Pemerintah Kota Surabaya. 

1.3 Manfaat Studi Lapangan 

 

 Hasil studi lapangan ini diharapkan diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan serta wawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

seperti Perusahaan, penulis dan pembaca. Berikut rincian manfaat dari Studi 

Lapangan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah (BPKPD) 

Pemerintah Kota Surabaya 

a. Bagi Perusahaan  

Hasil studi lapangan diharapkan bisa digunakan oleh pihak perusahaan 

dalam mempertimbangkan kebijakan yang berhubungan dengan 

pengambilan keputusan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 

terutama dari sektor pajak Daerah  

b. Bagi Penulis  

Hasil studi lapangan ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan 

wawasan penulis dalam mengimplementasikan teori yang diperoleh 
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selama proses perkuliahan serta dapat mengetahui dampak dari Covid-19 

terhadap penerimaan kas dari sektor pajak daerah Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Pajak Daerah (BPKPD) Pemerintah Kota Surabaya 

c. Bagi Pembaca 

Hasil studi lapangan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

pembaca mengenai analisis dampak Covid-19 terhadap penerimaan kas 

dari pajak daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah 

(BPKPD) Pemerintah Kota Surabaya 

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan 

 

 Ruang lingkup studi lapangan adalah suatu batasan yang memudahkan 

penulis agar tidak terjadi pembahasaan yang terlalu luas dan  menghindari 

pembahasan yang berulang-ulang serta lebih terarah dalam  memecahkan masalah. 

berdasarkan  latar belakang masalah yang sudah di paparkan oleh penulis, maka 

dari itu penulis  akan berfokus pada pembahasaan pada  analisis dampak Covid-19 

terhadap penerimaan kas dari pajak daerah tahun 2020 dengan tiga tahun 

sebelumnya pada  Badan Pengelolaan Keuangan Dan pajak Daerah (BPKPD) 

Pemerintah Kota Surabaya 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

 

 Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang harus dilakukan 

guna mencapai penulisan. adapun metode pengumpulan data yang dilakukan 

penulis selama proses studi lapangan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan 

Pajak Daerah (BPKPD) Pemerintah Kota Surabaya adalah Sebagai berikut: 
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1. Observasi 

pengumpulan data dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-

gejala dalam objek penelitian. 

2. Wawancara  

pengumpulan data dilakukan dengan cara proses tanya jawab tentang 

objek penelitian yang akan diteliti selama proses studi lapangan secara 

langsung dan terbuka, khususnya dengan pihak-pihak yang ada di sub 

bidang penerimaan kas. 

3. Dokumentasi  

pengumpulan data dengan melakukan analisis dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan objek penelitian  

 Metode pengumpulan data yang telah diuraikan penulis diatas, dalam 

menjalankan proses pengumpulan data, diuraikan berdasarkan kejadian yang 

sebenarnya yang dilakukan penulis dalam proses pengumpulan data. 

 

 

 

 

 


